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ABSTRAK

PPAT dalam melaksanakan tugasnya, agar dikemudian hari tidak terjadi
tuntutan atau klaim dari pihak ketiga, PPAT wajib mentaati, dan memegang teguh
ketiga nilai pembuktian yaitu nilai pembuktian lahiriah, formil dan materiil,
karena ketiga pembuktian tersebut merupakan unsur kesempurnaan dari sebuah
akta, dan jika salah satu nilai unsur pembuktian dilanggar, dan terbukti di
Pengadilan kebenarannya, maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif yaitu dengan menggunakan studi pustaka (library research).
Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimanakah upaya
perlindungan hukum PPAT kepada para pihak pada peralihan hak atas tanah

melalui jual beli serta sampai sejauh mana pertanggungjawaban PPAT kepada
para pihak pada peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

Simpulan, Upaya perlindungan hukum PPAT kepada para pihak pada peralihan
hak atas tanah melalui jual beli adalah bahwa sepanjang hak dan kewajiban
penjual dan pembeli dalam jual beli tersebut telah terpenuhi sesuai dengan
ketentuan Pasal 52; Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan Badan Pertanahan Nasional:
syarat sah perjanjian jual beli sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, dan
terpenuhinya tiga (3) ketentuan yang ditentukan hukum adat yaitu tunai, riil, dan
terang. Adapun bentuk kewajiban dan hak penjual maupun pembeli yang perlu
dilaksanakan oleh para pihak, dalam melakukan proses jual beli.
Pertanggungjawaban PPAT kepada para pihak pada peralihan hak atas tanah

melalui jual beli dapat berupa tanggung jawab PPAT secara administratif,
tanggung jawab PPAT secara perdata serta tanggung jawab PPAT secara pidana..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PPAT, Notaris, Hak Atas Tanah.
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A K”impulan

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maks dapat ditarik kesimpulan

antara lain sebagai berikut
|, Upaya perlindungan hukum PPAT kepada para pihak pada peralihan hak
atas tanah melalui jual beli adalah bahwa sepanjang hak dan kewajiban
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